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BAB I: PENDAHLUAN 

 

 Dasar hukum Kunker Komisi II DPR RI ke Kabupaten Brebes adalah amanat fungsi 

pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3, yaitu: 

Komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan kunjungan kerja.  

 

 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Brebes dilaksanakan  pada 

Tanggal 19 Januari 2023.  

 

 Adapun nama-nama Tim Kunjungan Anggota Komisi II DPR RI ke KPU Kabupaten 

Brebes adalah sebagai berikut: 

 

 

  
 

 Maksud dan tujuan kunker Komisi II DPR RI adalah untuk memperoleh keterangan 

dari Pemerintah Kabupaten Brebes, KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes, Kabupaten 

Tegal, dan Kota Tegal terkait persiapan Pemilu Serentak 2024. 

 



 

 

BAB II: HASIL KUNJUNGAN 

 

A. Agung Widyantoro, SH., M.Si. (Pemimpin Rapat/FPG) 

 

• Perlu kami sampaikan bahwa pada Kunjungan Spesifik Masa Persidangan III Tahun 

Sidang 2022 -2023, Komisi II DPR RI melakukan kunspek ke 3 (tiga) Provinsi, yaitu: 

Kota Cilegon (Provinsi Banten), Kabupaten Karawang (Provinsi Jawa Barat) dan 

Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah). 

• Maksud dan tujuan Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh 

terhadap Mitra Kerja Komisi II DPR RI adalah untuk mendukung persiapan pemilu 2024 

yang dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu beserta jajarannya.  Sebagaimana kita 

pahami bersama, tahun depan, negeri kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang 

akan menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional ataupun di 

tingkat  daerah.   Untuk itu Komisi II DPR RI akan mengawal proses demokrasi tersebut 

sehingga dapat berjalan lancar dan sukses. Demi terciptanya kehidupan masyarakat yang 

demokratis, sekaligus mendorong terbentuknya pemerintah yang  bersih dan bebas dari 

KKN, serta didukung oleh aparatur negara yang profesional, dan memiliki integritas 

dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Untuk itu perkenankan kami 

mendapatkan informasi, keterangan serta penjelasan yang cukup terhadap perkembangan 

pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Brebes, diantaranya : 

 

a. Perihal jumlah penduduk di Kabupaten Brebes yang hingga saat ini belum 

memiliki e-KTP. Juga berkaitan dengan upaya yang dilakukan agar masyarakat 

yang belum memiliki e-KTP dapat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 

pilkada serentak 2024 nanti. 

b. Mengenai evaluasi terhadap Daftar PemilihTetap (DPT) ganda di Kabupaten 

Brebes. Dan Bagaimana KPU Kabupaten Brebes dan Bawaslu Kabupaten Brebes 

menjamin bahwa DPT ganda tidak akan berujung pada potensi hilangnya hak 

pilih masyarakat dalam pemilu 2024. 

c. Mengenai pemutakhiran data pemilih untuk mengantisipasi DPT bermasalah. 

d. Mengenai koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Brebes dan Bawaslu 

Kabupaten Brebes dengan Pemerintah Kabupaten Brebes. 

e. Soal pentahapan pemilu 2024 yang sudah dilaksanakan. 

f. Pembentukan penyelenggara pemilu ad hoc dan apa saja kendala yang dihadapi. 

g. Mengenai proses NPHD untuk persiapan Pilkada 2024. 

 



• Mengingat pentingnya beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut, Tim 

Kunker Komisi II DPR RI dalam kesempatan ini ingin mendapatkan penjelasan dari 

Pemerintah Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Brebes, dan Bawaslu Kabupaten Brebes. 

 

B. Paparan KPU Kabupaten Brebes 

 

1. Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih terkait Keakuratan DP4 dengan DPS dan DPT 

 

Untuk persiapan Pemilu tahun 2024, KPU Kabupaten Brebes telah menerima DP4 dari 

Kemendagri melalui KPU RI. Adapun datanya sebagai berikut dan perbandingannya 

dengan data Pilkada 2017: 

 

 
 

Dari data tersebut, untuk persiapan Pemilu tahun 2024, datanya sudah valid. Hanya ada 

selisih 1.842 pemilih saja antara DPB dengan DP4. Berbeda dengan data saat Pilkada 

2017, yang selisihnya cukup besar. Namun setelah dilakukan coklit, DPS tinggal 

1.521.247. Berarti ada selisih 319.863. adanya kegiatan Daftar Pemilih Berkelanjutan 

yang dilakukan KPU, menjadikan data pemilih semakin valid. Sehingga keberadaan DPB 

yang dilakukan KPU perlu diteruskan setelah Pemilu usai, agar data selalu update. 

 

2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) 

 

Masih ada pemahaman yang keliru terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan 

Daftar Pemilih Khusus (DPK) di masyarakat dan juga sebagian penyelenggara. Sehingga 

perlu sosialisasi yang lebih intensif terkait perbedaan daftar pemilih ini.  

DPTb adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena 

keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat 

yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain (Pindah memilih). 

Sedangkan DPK adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi 

belum terdaftar dalam DPT dan DPTb (Pemilih yang menggunakan KTP). Pemahaman 

ini yang harus dijelaskan secara detail kepada masyarakat penyelenggara di tingkat KPPS, 

agar tidak sampai keliru.  

Dalam beberapa kasus, pemilih yang menggunakan KTP (DPK) ini bisa menggunakannya 

di mana saja, di semua TPS yang ada di seluruh Indonesia. Padahal sesuai aturan (PKPU), 

pemilih DPK ini hanya bisa menggunakan hak pilih di desa yang sesuai dengan alamat 

yang tercantum di KTP. Sedangkan pengguna KTP dari luar desa tersebut, tidak 

diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, kecuali sudah memiliki surat pindah memilih 

(menjadi pemilih DPTb).  



Sehingga tidak terjadi kecurangan akibat kesalahan pemahaman maupun yang disengaja. 

Dalam hal ini, KPPS dan Pengawas TPS harus tahu betul dan teliti terhadap aturan DPTb 

dan DPK ini. 

 

3. Validitas Pemilih 

 

Perlunya satu data. Seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Satu Data Indonesia yang diteken pada 12 Juni 2019. Perpres ini bisa menjadi 

salah satu solusi dalam mengatasi ketidaksinkronan data penduduk dan daftar pemilih 

dalam setiap gelaran Pemilu maupun Pilkada. Seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 1, 

bahwa kebijakan Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk 

menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui 

pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode 

Referensi dan Data Induk.  

Kebijakan satu data ini, akan menjamin hak-hak warga, termasuk dalam penggunaan hak 

pilih dalam Pemilu. Misalnya dalam syarat penggunaaan hak pilih dalam Pemilu dan 

Pilkada adalah E-KTP, maka data yang digunakan DP4 yang kemudian langsung menjadi 

DPT. Ketika ada masyarakat yang belum memiliki E-KTP, maka salah satu resikonya 

adalah kehilangan hak pilih dan juga hak-hak warga negara lainnya.  

Di sini berarti, untuk bisa mendapatkan hak-haknya, maka warga negara ini harus 

menjalankan kewajibannya juga. Jika ingin memiliki hak untuk memilih, maka 

kewajibannya adalah harus memiliki E-KTP. 

 

4. Mengenai Penggunaan KTP-el dalam Pemilu 

 

Seperti usulan di atas, penggunaan KTP merupakan salah satu syarat dalam penggunaan 

hak pilih dalam Pemilu dan Pilkada. Hingga saat ini masih banyak warga yang belum 

memiliki E-KTP. Bahkan masih ada warga yang belum memiliki identitas penduduk 

sama sekali. Sebagian kecil masih ada warga yang memiliki KTP yang berwarna kuning. 

Bahkan ditemukan, ada warga yang sudah memiliki E-KTP tetapi ternyata tidak masuk di 

data base Disdukcapil. 

Berdasarkan data terakhir, data wajib KTP di Kabupaten Brebes ada 1.483.863. 

Sedangkan yang sudah rekam E-KTP sebanyak 1.474.109. Sehingga jika dibandingkand 

engan data hasil sinkronisasi natara DP4 dan DPB, ada 34.230 warga yang belum rekam 

E-KTP.  

Upaya KPU Kabupaten Brebes agar masyarakat yang belum memiliki E-KTP dapat tetap 

menggunakan hak pilihnya adalah dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di mana KPU selalu mendorong 

melakukan perekeman E-KTP dengan jemput bola, misalnya ke sekolah-sekolah di 

tingkat SMA/SMK sederajat.  

KPU juga dalam setiap kesempatan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk 

kepada pengurus partai politik, agar pro-aktif mengecek keberadaan dirinya dalam DPT 

Pemilu maupun Pilkada. Namun respon masyarakat masih rendah untuk cek DPT, 

padahal KPU sudah memudahkan masyarakat dengan menyediakan cek DPT online, 



yakni di https://cekdptonline.kpu.go.id/. Masyarakat cukup memasukkan NIK dan 

Kabupaten/Kota masing-masing. 

 

5. Sosialisasi Pemilu 

 

Dalam gelaran Pemilu dan Pilkada, sosialisasi wajib dilakukan oleh penyelenggara, baik 

KPU, Bawaslu, peserta Pemilu dan pemerintah, serta elemen masyarakat lainnya. Mulai 

sosialisasi syarat menjadi pemilih, hari pelaksanaan Pemilu, hingga tata cara mencoblos 

yang benar. Sosialisasi ini cukup penting, bahkan menjadi ruh dari demokrasi itu sendiri, 

yakni pendidikan politik.  

Mengapa pendidikan politik? Sosialisasi merupakan bagian dari pendidikan politik. Di 

mana pendidikan politik tidak hanya sekedar bagaimana teknis mencoblos dan memilih 

yang benar. Namun bagaimana menjadi seorang warga negara, yang memiliki kedaulatan 

secara politik untuk menentukan pilihan politiknya. Pendidikan politik menjadi awal dari 

proses politik yang dicita-citakan demokrasi. 

Pendidikan politik menjadi tonggak awal bagi sebuah sistem politik, yang mampu 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa, suatu masyarakat yang benar-benar mandiri. 

Pemilih tidak mudah terpengaruh diiming-imingi oleh uang, tidak goyah oleh intimidasi 

dan mempunyai kemauan untuk menggunakan hak pilihnya tersebut. Tanpa pendidikan 

politik, demokrasi yang dibangun di negeri ini hanya akan menjadi angan-angan 

sepanjang masa.  

Sosialisasi ini juga menjadi faktor tinggi rendahnya kehadiran atau partisipasi pemilih di 

TPS. Dari data yang ada, tingkat partisipasi di Kabupaten Brebes mengalami pasang surut 

dari gelaran Pemilu maupun Pilkada. 

Kabupaten Brebes dengan jumlah DPT terbanyak di Jawa Tengah menjadi tantangan 

tersendiri untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih. Selain DPT yang paling 

banyak, Kabupaten Brebes juga merupakan wilayah terluas di Jawa Tengah setelah 

Kabupaten Cilacap. Masyarakat yang merantau ke luar daerah juga cukup banyak, selain 

karena menempuh pendidikan, juga karena pekerjaan. Berikut partisipasi pemilihnya. 

 



 
 

Berdasarkan riset KPU Kabupaten Brebes pada tahun 2015, terkait penyebab golput di   

masyarakat pemilih.  Berdasarkan data yang telah ditemukan dan dikomparasikan atau 

diperbandingkan, bahwa  keinginan untuk tidak memilih dalam Pemilu, baik Pemilu 

Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hanya satu (1) persen. Dengan 

alasan tidak ada partai atau caleg yang cocok.  

Sementara 13 persen yang tidak menggunakan hak  pilihnya dalam Pemilu 2014  lalu 

sebagian besar karena merantau ke luar kota/luar negeri,  yakni 7 orang atau 53,38 persen. 

Sibuk bekerja sebanyak dua orang atau 15,38 persen, dan dua orang karena tidak 

terdaftar, serta dua orang lainnya memberikan jawaban lainnya. (Riset Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilu, Kehadiran dan Ketidakhadiran Pemilih di TPS, 2015)  

Kemudian berdasarkan data ketidakhadiran pemilih (C6) di Kabupaten Brebes cukup 

tinggi. Yakni 265.550. Hampir dipastikan, C6 yang kembali tersebut menunjukkan bahwa 

pemilih tidak berada di tempat. Berdasarkan data di KPU Kabupaten Brebes, C6 yang 

kembali itu terdiri dari karena meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, dan tidak 

dapat ditemui.  

Dari data C6 ini bisa dipastikan mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun jika 

mereka pulang, dan meminta C6 di PPS desa setempat masih diperbolehkan dan dapat 

menggunakan hak pilihnya. Berikut data C6 yang kembali berdasarkan rincian penyebab 

kembaliannya. 

 



 
 

 

Dengan menghitung jumlah C6 yang kembali, tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya 

lebih besar dibandingkan jika hanya melihat DPT dan tingkat kehadiran pemilih saja. Jika 

DPT dikurangi C6, dipastikan tingkat kehadiran pemilih lebih tinggi lagi. Seperti di 

Kabupaten Brebes, jika hanya melihat DPT saja, maka tingkat kehadiran atau partisipasi 

pemilih hanya 71 persen, jika dikurangi C6 yang kembali, tingkat partisipasi masyarakat 

lebih dari 80 persen.  

Berdasarkan tingkat kehadiran pemilih diTPS, dari 1.528.649 pemilih, yang hadir 

mencapai 1.085.284 atau 71,05 persen. Angka ini termasuk rekor, karena kehadiran 

pemilih melebihi angka 1 juta orang. Pada Pemilu atau Pilkada sebelumnya, belum 

pernah menyentuh angka 1 juta pemilih.  

Peningkatan partisipasi pemilih disebabkan beberapa faktor, di antaranya semakin 

validnya DPT, massifnya sosialisasi baik oleh KPU maupun peserta pemilu, keberadaan 

calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden yang ada. Yang pasti, 

kesadaran politik masyarakat juga semakin meningkat, sementara sisi lainnya juga ada 

upaya untuk menjadikan masyarakat apatis terhadap Pemilu. Di sinilah pentingnya 

pendidikan politik kepada masyarakat, agar mereka semakin melek politik. 

 

6. Koordinasi KPU dan Disdukcapil 

 

KPU Kabupaten Brebes selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Brebes. Yakni dengan mengundang setiap 

kegiatan rakor DPb. Selain itu, juga koordinasi secara langsung di Kantor Disdukcapil, 

untuk mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan KPU.  

Kemudian pemadanan data DPT dengan data base kependudukan di Disdukcapil 

Kabupaten Brebes. Dari hasil pemadanan data itu, selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPU 

dalam penyusunan DPT. 

KPU juga diundang saat sosialisasi dan perekeman KTP-el di sekolah maupun di Lapas. 

Selain itu, juga koordinasi informal, terkait sejumlah isu kependudukan lokal yang ada di 

Kabupaten Brebes maupun nasional.   

Ada pun kendala yang dihadapi KPU terkait dengan akses Cek NIK, yang terbatas. 

Sehingga tidak bisa menemukan data yang dibutuhkan atau mau diperbaiki. Data base di 

Disdukcapil juga kurang update, karena masih banyak warga yang meninggal masih 

terdaftar.  



Salah satu solusi untuk update data kependudukan saat ini, KPU mengusulkan agar hasil 

coklit yang dilakukan petugas Pantarlih pada bulan Februari 2023 ini dijadikan dasar bagi 

Disdukcapil untuk update data. 

 

7. Pembentukan Badan Adhoc 

 

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi 

Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc sebagai Aplikasi 

Khusus Komisi Pemilihan Umum, SIAKBA merupakan aplikasi pendukung yang 

digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan seleksi Badan Ad Hoc, serta untuk 

membantu dalam proses pengelolaan data Badan Ad Hoc.  

Proses perekrutan Badan Ad Hoc ini menggunakan seleksi CAT (Computer Assisted 

Test) baik untuk PPK maupun PPS. Di mana peserta dapat melihat langsung nilainya usai 

mengerjakan soal. Panitia juga langsung mengumumkan nilai secara terbuka hasil test 

tersebut. Selanjut KPU menetapkan pesrta yang lolos CAT untuk melakukan wawancara.  

Seleksi PPK sudah selesai dan sudah dilantik pada 4 Januari 2023 lalu. Sebanyak 85 

anggota PPK dari 17 Kecamatan yang ada (masing-masing kecamatan terdiri dari 5 orang 

anggota PPK). Total ada 902 peserta yang mengikuti test CAT. Sedangkan saat ini, 

sedang proses seleksi wawancara bagi PPS, setelah sebelumnya dilakukan tes CAT. Ada 

3211 orang yang mendaftar dari 297 desa/kelurahan di 7 kecamatan. (Satu desa terdiri 

dari 3 orang anggota). 

 

8. Koordinasi dengan Bawaslu 

 

Sebagai sesama penyelenggara Pemilu, hubungan KPU dan Bawaslu harus sinergis. Di 

Kabupaten Brebes koordinasi antara KPU dan Bawaslu sudah terjalin dengan baik, sesuai 

dengan tupoksinya masing-masing sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam beberapa 

kasus, ada perbedaan persepsi atas suatu masalah. Namun hal itu bisa diselesaikan dengan 

cepat, baik secara formal maupun informal.  

Koordinasi yang dilakukan KPU dengan Bawaslu dilakukan dalam setiap tahapan Pemilu 

maupun Pilkada. Koordinasi dilakukan setiap saat, baik melalui undangan rapat 

koordinasi secara resmi maupun hanya sekedar minum kopi. Sehingga tidak sampai ada 

gesekan atau pun perbedaan persepsi yang berujung pada kasus hukum. Pun hubungan 

secara personal antara anggota KPU dengan anggota Bawaslu juga terjalin silaturahmi 

yang baik.  

Untuk menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis tersebut, perlu dilakukan 

koordinasi yang intensif dan juga bimbingan teknis bersama. Sehingga ketika ada satu 

permasalahan, bisa diselesaikan dengan persepsi yang sama. Pemilu 2019 sudah 

dilakukan, seperti bintek teknis pemungutan dan penghitungan suara. Juga bintek-bintek 

yang lain.   

 

C. Paparan Kabupaten Bawaslu 

1. Capaian Pencegahan Tahun 2022 



 

 

2. Publikasi Humas Tahun 2022 

 

3. Capaian Data dan Informasi 

 

 



4. Produk Hukum 

 

 

5. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 

a. Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 

 

 

b. Pendaftaran Calon Anggota DPD Jateng 



 

 

c. Rancangan Dapil dan Jumlah Kursi DPRD Jateng 

 

 

6. Pengawasan Pilkada 2024 



 

D. Paparan KPU Kota Tegal 

1. Daftar Parpol Berdasarkan Tahapan 

 

2. Daftar Parpol Berdasarkan Tahapan 

 



 
 

3. Verifikasi Faktual Parpol Di Kota Tegal 

 

 
 

4. Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tegal Pemilu 

Tahun 2024 

 
 

5. Jumlah Penduduk Dan Alokasi Kursi 

 

Jumlah penduduk yang didasarkan untuk menyusun Dapil pada Pemilu DPRD Kota 

Tegal  Tahun 2019 = 280.940 jiwa 

Berdasarkan BA KPU Nomor 238/PL.01-BA/14/2022 tanggal 14 Oktober 2022 

tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan 



(DAK2) Pemilu 2024 sebagai pedoman dalam mengalokasikan kursi dan menghitung 

Daerah Pemilihan Pemilu DPRD Kota Tegal Tahun 2024 = 290.870 jiwa  

Jumlah kursi Anggota DPRD Kota Tegal untuk Pemilu 2024 sebanyak 30 kursi 

 

6. Rancangan penyusunan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kota Tegal Tahun 

2024 

 

 
 

 

7. Jumlah DAK2 dan Alokasi Kursi  Per Kecamatan di Kota Tegal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



8. Verifikasi Administrasi Calon Dukungan DPD Di Kota Tegal 

 

 
 

9. Pembentukan Badan Ad Hoc 

 

 
 

 

E. Paparan Bawaslu Kabupaten Tegal 

 

1. Upaya Pencegahan  Melalui 2 Surat 

 

Pencegahann Bawaslu dilakukan dengan mengeluarkan 2 Surat, yaitu Surat nomor 

194/PM.05/K.JT-26/12/2022 Slawi, 05 Desember 2022 surat ini berisi tentang himbauan 

terkait penyusunan daftar potensial pemilih di lokasi khusus. Diantara isinya KPU 



Kabupaten Tegal dapat menyusun daftar pemilih di lokasi khusus yang memuat daftar 

pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan 

suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. 

Surat nomor 041/PM.00.02/K.JT-26/01/2022 Slawi, 11 Januari 2023 surat ini berisi 

tentang himbauan terkait pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih 

pemilu 2024. diantara himbauan Bawaslu Kabupaten Tegal adalah Daftar pemilih disusun 

menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dengan berbasis TPS, dimana setiap TPS 

paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan : (1) Tidak menggabungkan 

kelurahan/desa atau sebutan lain; (2) Kemudahan pemilih ke TPS; (3) Tidak memisahkan 

pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; (4) Aspek geografis setempat; 

(5) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu 

pemungutan suara. 

 

2. Upaya Pencegahan dengan Mengeluarkan Rekomendasi 

 

a. Semua pihak untuk bisa memahami dan menerapkannya regulasi pemilu dengan 

baik. 

b. Sebagaimana amanat UU Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 Kedaulatan berada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar maka Pemilu sebagai 

manifestasi kedaulatan rakyat ini prinsip dasarnya memberikan kemudahan 

kepada rakyat untuk bisa menyampaikan hak politiknya.  

c. Dua surat yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Tegal kepada KPU Kabupaten 

Tegal itu semangatnya agar tidak terjadi hilangnya hak pilih masyarakat. Fungsi 

saling mengingatkan antar penyelenggara pemilu menjadi penting. 

d. Fungsi pengawasan ini secara ideal dari sisi pengetahuan juga lebih mengetahui 

karenanya berharap ketika ada data yang diberikan oleh pemerintah kepada KPU 

maka Bawaslu juga harus diberikan. 

 

3. Pencegahan melalui peningkatan koordinasi Bawaslu Kabupaten Tegal dengan KPU 

Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam lingkup DPT 

 

Pada saat KPU Kabupaten Tegal menggelar rapat rekapitulasi daftar pemilih 

berkelanjutan maka pada rapat tersebut duduk bersama antara KPU, Bawaslu dan 

Pemerintah daerah termasuk ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan 

rapat tersebut pernah dilaksanakan setiap bulan dan pertiga bulan. Data yang 

dipaparkan KPU termasuk dari pemerintah Kabupaten Tegal. Masing-masing 

perwakilan untuk mengecek data yang disodorkan KPU. Hanya memang Bawaslu 

tidak dari awal mendapatkan data yang bisa diperbandingkan. Darinya Bawaslu 

mendapatkan kesulitan untuk melakukan pengawasan mengingat KPU bisa 

mendapatkan data dari disdukcapil tetapi bawaslu tidak mendapatkannya.Bawaslu bisa 

meminta untuk memastikan bahwa KPU bisa bekerja dengan baik namun tidak bisa 

mengecek hingga hal yang teknis. 

 

4. Evaluasi terhadap hasil kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu 

Untuk evaluasi terhadap hasil kinerja Sentra Penegakkan Hukum terpadu di Kabupaten 

Tegal maka perlu kami paparkan kinerja Sentra Gakkumdu di Kabupaten Tegal antara 



lain: SK Sentra Gakkumdu, Rapat Koordinasi Sentra, dan Membuat grup WA Sentra 

Gakkumdu. 

Saran dan Rekomendasi: 

Idealnya Gakkumdu dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan ada yang bias standbye di 

Kantor Bawaslu untuk melaksanakan tugas Gakkumdu. 

 

5. Evaluasi evaluasi pengawasan terhadap netralitas ASN, aparat TNI dan Polri dalam 

Pemilu 2024 

 

 
 

 

 

6. Langkah konkret yang telah dilakukan untuk menjamin pemilu jurdil dan demokratis 

adalah dengan melakukan Pengawas adhoc tingkat kecamatan; Pengawas adhoc 

tingkat desa; Pengawas adhoc tingkat tempat pemungutan suara. 

Hingga saat ini  di Kecamatan se-Kabupaten Tegal sudah ada 54 orang Panwas 

Kecamatan, yang didukung oleh 144 sekretariat terdiri dari 54 pegawai PNS dan 90 

Staf Non PNS. 

Bawaslu menjamin badan adhoc yang ada saat ini tetap menjalankan tugas 

kepegawaian di lingkungan Bawaslu, meskipun belum berstatus PPPK setelah tanggal 

28 Navember 2023 sebagaimana pasal 99 ayat (1), dan (2) PP. No. 49 Tahun 2018 

dan/atau Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014. 

 

Mendorong Bawaslu untuk membuat rencana strategis dan disampaikan kepada 

Menpan RB dan Badan Kepegawaian Negara yang menunjukkan sikap keberpihakan 

terhadap PPNPNS yang ada saat ini. 

 

7. Sekretariat Bawaslu hinngga saat ini kantornya masih diberikan anggaran sewa belum 

memiliki gedung sendiri. 

 

F. Paparan Disdukcapil Kabupaten Brebes 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

BAB III: PENUTUP 

 

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten 

Brebes, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 19 Januari 2023. Semoga dapat 

ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu 

terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terimakasih. 

 

 

      Jakarta, 20 Januari 2023 

    KETUA TIM KUNJUNGAN  

                      KOMISI II DPR RI 

 

 

      Pimpinan Komisi II DPR RI 
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